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ABSTRACT

The rapid growth of the digital economy has given birth to a new work model known as the
gig economy, where digital platform workers reside in a legal gray area between the
categories of “employee” and “independent contractor”. This research aims to analyze the
urgency of reconstructing the legal status of platform workers and to compare the legal
protection frameworks implemented in Indonesia and Singapore. The research method used
is normative legal research with a comparative legal approach. The results indicate that in
Indonesia, the legal status of platform workers is still dominated by the concept of
“partnership”, which tends to be pseudo-partnership, where workers have low bargaining
power and inadequate social security protection. In contrast, Singapore has taken
progressive steps through the Platform Workers Act, which provides specific legal
recognition for platform workers, including work injury insurance and pension fund
contributions (CPF) without necessarily conferring full employee status. This comparison
shows that Indonesia requires more specific requlatory reconstruction to create justice for
platform workers. The conclusion of this study recommends the need for a third legal
category (sui generis) in Indonesian labor law to accommodate the unique characteristics of
platform workers who have economic subordination yet work flexibility, ensuring their basic
rights and future welfare for the sake of social justice.

Keywords: Platform Workers; Gig Worker; Legal Protection; Comparative Study; Legal
Status.

ABSTRAK

Pesatnya pertumbuhan ekonomi digital telah melahirkan model kerja baru yang dikenal
sebagai gig economy, di mana pekerja platform digital berada dalam zona abu-abu hukum
antara kategori “pekerja” dan “kontraktor independen”. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis urgensi rekonstruksi status hukum pekerja platform serta membandingkan
kerangka perlindungan hukum yang diterapkan di Indonesia dan Singapura. Metode
penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan
hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, status hukum pekerja platform
masih didominasi oleh konsep “kemitraan” yang cenderung semu, di mana pekerja memiliki
posisi tawar rendah dan perlindungan jaminan sosial yang belum memadai. Sebaliknya,
Singapura telah melakukan langkah progresif melalui Platform Workers Act yang
memberikan pengakuan hukum khusus bagi pekerja platform, mencakup perlindungan
kecelakaan kerja dan kontribusi dana pensiun (CPF) tanpa harus menyematkan status
karyawan penuh. Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia memerlukan
rekonstruksi regulasi yang lebih spesifik guna menciptakan keadilan bagi pekerja platform.
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Kesimpulan dari studi ini merekomendasikan perlunya kategori hukum ketiga (sui generis)
dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia untuk mengakomodasi karakteristik unik pekerja
platform yang memiliki subordinasi ekonomi namun memiliki fleksibilitas kerja, guna
menjamin hak-hak dasar dan kesejahteraan mereka di masa depan demi tegaknya keadilan
sosial.

Kata Kunci: Pekerja Platform; Gig Worker; Perlindungan Hukum; Studi Komparatif;
Status Hukum.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi telah memberikan dampak signifikan terhadap
globalisasi di era digital, khususnya dalam meningkatkan efisiensi dan
produktivitas pada sektor transportasi, komunikasi, dan distribusi barang serta jasa
(Srihita et al., 2025). Inovasi teknologi mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus
membuka peluang ekspansi pasar internasional yang meningkatkan persaingan
tenaga kerja secara global (Anwar et al., 2024). Dalam konteks ini, pelaku usaha dan
tenaga kerja dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi
agar tetap kompetitif (Banik & Padalkar, 2021). Perkembangan teknologi digital dan
perubahan pola kerja global seperti melahirkan fenomena gig economy, yaitu sistem
kerja fleksibel berbasis kontrak jangka pendek tanpa hubungan kerja permanen.
Model ini mencakup berbagai profesi seperti pekerja lepas, kontraktor independen,
hingga pekerja platform digital di sektor transportasi, pengantaran makanan, desain
grafis, pemasaran digital, dan teknologi informasi (Kumar & Verma, 2025). Di
kawasan Asia Tenggara, pertumbuhan gig economy meningkat pesat seiring
tingginya kebutuhan tenaga kerja fleksibel dan kemudahan akses teknologi digital
(Limanseto, 2026).

Ekonomi berbagi (sharing economy) turut mengubah paradigma hubungan
industrial secara global. Di Indonesia, platform digital seperti Gojek dan Grab telah
menyerap jutaan tenaga kerja, namun para pekerjanya umumnya masih
dikategorikan sebagai “mitra” dan bukan pekerja dalam hubungan kerja formal
(Hernawan et al., 2024). Fleksibilitas yang ditawarkan platform sering kali tidak
diimbangi dengan perlindungan jaminan sosial, kepastian pendapatan, maupun
jaminan hak-hak dasar ketenagakerjaan (Wibowo & Matheus, 2023). Tanpa
rekonstruksi status hukum yang jelas, pekerja platform berpotensi terus berada
dalam kerentanan struktural yang berkepanjangan (Suseno & Rowley, 2023).
Meskipun gig economy menawarkan fleksibilitas, peluang tambahan penghasilan,
dan pengembangan keterampilan, sistem ini juga menimbulkan tantangan berupa
ketidakpastian pendapatan, keterbatasan akses jaminan sosial, serta belum jelasnya
status hukum pekerja (Dunn, 2019). Data menunjukkan peningkatan signifikan
jumlah pekerja lepas di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Namun, berbeda
dengan pekerja tetap, pekerja gig umumnya belum memperoleh perlindungan atas
hak dasar seperti upah minimum, cuti, jaminan sosial, dan layanan kesehatan
(Mohideen et al., 2025).

Beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Indonesia dan Singapura, mulai
mengembangkan regulasi terkait pekerja gig, meskipun dengan pendekatan yang
berbeda. Di Indonesia, regulasi yang ada masih bersifat sektoral dan belum secara
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komprehensif mengatur status serta perlindungan pekerja gig, khususnya dalam
layanan pengiriman barang dan sektor platform digital lainnya. Kondisi ini
menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk merumuskan kebijakan hukum
yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika ekonomi digital (Wardhana &
Rasji, 2025). Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk
melakukan studi komparatif mengenai perlindungan hukum pekerja gig di
Indonesia dan Singapura. Penelitian ini tidak hanya menganalisis regulasi yang
berlaku di kedua negara, tetapi juga mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan
pendekatan hukum yang diterapkan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan
dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif guna meningkatkan
kesejahteraan dan kepastian hukum bagi pekerja gig di kawasan Asia Tenggara.

Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah
perbandingan kebijakan hukum antara Indonesia dan Singapura dalam menyikapi
status hukum pekerja platform, serta bagaimana bentuk rekonstruksi hukum yang
ideal bagi Indonesia untuk menjamin perlindungan pekerja platform digital? (2)
Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada pekerja
platform digital di Indonesia untuk menjamin hak-hak dasar ketenagakerjaan,
seperti jaminan sosial, perlindungan kecelakaan kerja, dan kepastian pendapatan,
tanpa menghilangkan fleksibilitas kerja yang menjadi ciri utama gig economy?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative
legal research), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma
hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan,
serta doktrin hukum yang berkembang dalam literatur akademik (Soekanto &
Mamudji, 2015). Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis
status hukum pekerja platform digital dalam sistem ketenagakerjaan serta
merumuskan kebutuhan rekonstruksi hukum vyang lebih adaptif terhadap
perkembangan ekonomi digital. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu
menggambarkan secara sistematis kondisi hukum yang berlaku (das sollen) serta
membandingkannya dengan praktik yang terjadi dalam hubungan kerja berbasis
platform digital (das sein), sehingga dapat diidentifikasi kesenjangan antara norma
hukum dan realitas empiris (Marzuki, 2019). Dalam penelitian ini digunakan
beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach),
pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan hukum
(comparative approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan
menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, seperti
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pendekatan konseptual digunakan
untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan, seperti hubungan kerja,
kemitraan, subordinasi ekonomi, serta konsep kategori pekerja dalam gig economy,
termasuk gagasan mengenai sui generis worker status (Davidov, 2017). Sementara itu,
pendekatan perbandingan hukum dilakukan dengan membandingkan kerangka
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regulasi di Indonesia dengan kebijakan hukum di Singapura, khususnya terkait
perlindungan pekerja platform digital melalui kebijakan Platform Workers Framework.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan
hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan
perundang-undangan yang relevan dengan ketenagakerjaan dan perlindungan
pekerja platform digital. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum seperti
buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta laporan lembaga internasional
yang berkaitan dengan gig economy dan perlindungan tenaga kerja. Adapun bahan
hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk
memberikan penjelasan tambahan terhadap istilah hukum yang digunakan dalam
penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan
(library research) dengan menelusuri berbagai sumber literatur yang relevan secara
sistematis. Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan
metode analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkaji bahan hukum
secara mendalam melalui teknik interpretasi hukum, konstruksi hukum, serta
argumentasi hukum untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif (Ibrahim,
2013). Melalui metode ini, diharapkan dapat dirumuskan model rekonstruksi status
hukum pekerja platform digital yang ideal dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia
yang mampu menjamin perlindungan hukum tanpa menghilangkan fleksibilitas
kerja dalam gig economy.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Perbandingan Kebijakan Hukum Indonesia dan Singapura terhadap Status Hukum
Pekerja Platform Digital serta Rekonstruksi Hukum yang Ideal bagi Indonesia
Perkembangan ekonomi digital telah melahirkan bentuk hubungan kerja
baru yang dikenal sebagai gig economy, yaitu sistem kerja fleksibel yang berbasis
pada tugas atau kontrak jangka pendek melalui perantara platform digital. Dalam
sistem ini, perusahaan platform berperan sebagai penghubung antara penyedia jasa
dan konsumen dengan memanfaatkan teknologi digital serta sistem algoritma untuk
mengatur distribusi pekerjaan (Stefano, 2016). Fenomena ini menimbulkan
persoalan hukum baru karena pekerja platform digital sering kali berada dalam
posisi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kategori pekerja formal maupun
kontraktor independen dalam hukum ketenagakerjaan konvensional. Dalam
konteks Asia Tenggara, Indonesia dan Singapura memiliki pendekatan regulasi
yang berbeda dalam menyikapi perkembangan gig economy dan status hukum
pekerja platform digital. Perbedaan tersebut mencerminkan bagaimana masing-
masing negara merespons kebutuhan perlindungan tenaga kerja sekaligus
mempertahankan fleksibilitas yang menjadi karakteristik utama sistem kerja
berbasis platform.

Kebijakan Hukum Indonesia Terhadap Status Pekerja Platform

Di Indonesia, kerangka hukum ketenagakerjaan masih didasarkan pada
konsep hubungan kerja konvensional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut, hubungan kerja
ditentukan oleh adanya tiga unsur utama, yaitu pekerjaan, upah, dan perintah.
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Model ini pada dasarnya hanya mengenal dua subjek dalam hubungan kerja, yaitu
pekerja (buruh) dan pengusaha. Namun dalam praktik gig economy, perusahaan
platform digital umumnya tidak mengklasifikasikan pekerja platform sebagai
pekerja dalam hubungan kerja formal. Sebaliknya, hubungan antara perusahaan
platform dan pekerja dibangun melalui perjanjian kemitraan yang tunduk pada
hukum perdata. Dengan model kemitraan ini, pekerja platform dianggap sebagai
mitra usaha yang bekerja secara mandiri dan tidak berada dalam hubungan kerja
dengan perusahaan platform.

Konsekuensi dari model kemitraan tersebut adalah pekerja platform tidak
memperoleh berbagai perlindungan hukum yang biasanya diberikan kepada
pekerja formal, seperti jaminan sosial, upah minimum, perlindungan keselamatan
kerja, serta kepastian kerja (Husni, 2019). Dalam banyak kasus, pekerja platform juga
harus menanggung sendiri biaya operasional kerja, termasuk kendaraan, bahan
bakar, serta perangkat komunikasi yang digunakan dalam menjalankan pekerjaan
mereka. Selain itu, sistem kerja berbasis aplikasi menciptakan bentuk pengendalian
kerja yang dilakukan melalui teknologi algoritma yang menentukan distribusi
pesanan, sistem insentif, serta evaluasi kinerja pekerja. Kondisi ini menunjukkan
adanya bentuk subordinasi ekonomi yang secara substantif menyerupai hubungan
kerja, meskipun secara formal dikemas dalam bentuk kemitraan. Oleh karena itu,
banyak ahli hukum ketenagakerjaan menilai bahwa hubungan antara pekerja
platform dan perusahaan platform berpotensi menciptakan fenomena pseudo
partnership, yaitu kemitraan yang secara formal bersifat independen tetapi secara
faktual menunjukkan ketergantungan ekonomi pekerja terhadap perusahaan
platform.

Kebijakan Hukum Singapura Terhadap Status Pekerja Platform

Berbeda dengan Indonesia, Singapura telah mulai mengembangkan
pendekatan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan gig economy.
Pemerintah Singapura menyadari bahwa memaksakan pekerja platform untuk
menjadi pekerja tetap dapat mengurangi fleksibilitas yang menjadi karakteristik
utama sistem kerja berbasis platform. Namun di sisi lain, membiarkan pekerja
platform tanpa perlindungan hukum juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan
sosial. Sebagai solusi, Singapura memperkenalkan kerangka regulasi baru yang
memberikan pengakuan hukum khusus terhadap pekerja platform melalui
pembentukan kategori pekerja tersendiri yang dikenal sebagai platform workers.
Kebijakan ini diwujudkan melalui regulasi yang memberikan perlindungan dasar
bagi pekerja platform tanpa harus mengklasifikasikan mereka sebagai pekerja tetap.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah Singapura menetapkan beberapa
bentuk perlindungan penting bagi pekerja platform, antara lain perlindungan
terhadap kecelakaan kerja, kontribusi dana pensiun melalui skema Central Provident
Fund (yang untuk selanjutnay disebut dengan “CPF”), serta pengakuan terhadap
hak pekerja platform untuk memiliki representasi kolektif dalam bernegosiasi
dengan perusahaan Pendekatan ini menunjukkan bahwa Singapura berupaya
menciptakan keseimbangan antara fleksibilitas kerja dalam gig economy dan
perlindungan sosial bagi pekerja yang terlibat dalam sistem tersebut.
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Platform Perbandingan Kerangka Regulasi Indonesia dan Singapura

Berbeda dengan Indonesia, Singapura telah mulai mengembangkan
pendekatan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan gig economy.
Pemerintah Singapura menyadari bahwa memaksakan pekerja platform untuk
menjadi pekerja tetap dapat mengurangi fleksibilitas yang menjadi karakteristik
utama sistem kerja berbasis platform. Namun di sisi lain, membiarkan pekerja
platform tanpa perlindungan hukum juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan
sosial. Sebagai solusi, Singapura memperkenalkan kerangka regulasi baru yang
memberikan pengakuan hukum khusus terhadap pekerja platform melalui
pembentukan kategori pekerja tersendiri yang dikenal sebagai platform workers.
Kebijakan ini diwujudkan melalui regulasi yang memberikan perlindungan dasar
bagi pekerja platform tanpa harus mengklasifikasikan mereka sebagai pekerja tetap.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah Singapura menetapkan beberapa
bentuk perlindungan penting bagi pekerja platform, antara lain perlindungan
terhadap kecelakaan kerja, kontribusi dana pensiun melalui skema CPF, serta
pengakuan terhadap hak pekerja platform untuk memiliki representasi kolektif
dalam bernegosiasi dengan perusahaan Pendekatan ini menunjukkan bahwa
Singapura berupaya menciptakan keseimbangan antara fleksibilitas kerja dalam gig
economy dan perlindungan sosial bagi pekerja yang terlibat dalam sistem tersebut.

Platform Perbandingan Kerangka Regulasi Indonesia dan Singapura
Perbedaan pendekatan regulasi antara Indonesia dan Singapura dapat dilihat

melalui beberapa aspek utama berikut:

Tabel 1. Perbandingan Status Hukum Pekerja Platform

Aspek Indonesia Singapura

Status hukum peker| Mitra usaha (kemitrad Platform Workers (kateg
perdata) khusus)

Dasar hukum UU Ketenagakerjaan d| Platform Workers Frameu
perjanjian kemitraan

Pengakuan Hubungg Tidak diakui sebaga] Diakui sebagai Kategq
kerja Hubungan kerja form pekerja tersendiri

Fleksibilitas kerja Tinggi Tetap dipertahankar

Tabel 2. Perbandingan Perlindungan Sosial

Aspek Perlindung Indonesia Singapura
Jaminan Sosial Bersifat Sukarela Wajib melalui CPF
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Perlindungan Terbatas Wajib sesuai Work Injury
Kecelakaan Kerjg Compensation Act
Dana Pensiun Tidak diwajibkar] Wajib melalui CPF

Kepastiaan Pendapq  Tidak diatur jelay Mulai diatur melalui kebijak:
perlindungan pekerja

Tabel 3. Perbandingan Hak Kolektif dan Sengketa

Aspek Indonesia Singapura

Hak representasi kolek{  Belum diatur jela Diakui secara hukum

Mekanisme sengketa| Umumnya melaly Diatur melalui lembag;

mekanisme intern, penyelesaian sengketa
platform
Transparansi algoritmj Belum diatur Mulai diatur dalam
kebijakan platform

Platform Perbandingan Kerangka Regulasi Indonesia dan Singapura

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kerangka
regulasi di Indonesia masih belum sepenuhnya mampu mengakomodasi
karakteristik hubungan kerja dalam gig economy. Oleh karena itu, diperlukan
rekonstruksi kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi
digital. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan
kategori hukum baru dalam sistem ketenagakerjaan yang berada di antara pekerja
formal dan kontraktor independen, yang dikenal sebagai sui generis worker status.
Kategori ini memungkinkan negara memberikan perlindungan dasar kepada
pekerja platform tanpa harus sepenuhnya mengklasifikasikan mereka sebagai
pekerja tetap.

Rekonstruksi regulasi tersebut setidaknya perlu mencakup beberapa aspek
penting. Pertama, pemberian akses terhadap program jaminan sosial melalui skema
kontribusi bersama antara pekerja dan perusahaan platform. Kedua, kewajiban
perusahaan platform untuk menyediakan perlindungan kecelakaan kerja bagi
pekerja yang menjalankan aktivitas kerja melalui platform digital. Ketiga,
pengaturan mengenai transparansi algoritma yang digunakan dalam menentukan
distribusi pekerjaan dan tarif layanan. Keempat, pengakuan terhadap hak pekerja
platform untuk membentuk organisasi atau badan representasi kolektif guna
memperkuat posisi tawar mereka dalam hubungan dengan perusahaan platform.
Melalui rekonstruksi regulasi yang lebih komprehensif dan adaptif tersebut,
diharapkan sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia dapat memberikan
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perlindungan yang lebih adil bagi pekerja platform digital sekaligus tetap
mendukung perkembangan inovasi ekonomi digital di masa depan.

Bentuk Perlindungan Hukum yang Ideal Bagi Pekerja Platform Digital di Indonesia

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa dekade terakhir telah
membawa perubahan fundamental dalam struktur ekonomi global. Transformasi
ini melahirkan berbagai model bisnis baru yang berbasis pada platform digital, yang
kemudian dikenal sebagai bagian dari fenomena gig economy. Gig economy merujuk
pada sistem kerja fleksibel berbasis kontrak jangka pendek atau tugas tertentu yang
dihubungkan melalui platform digital yang mempertemukan penyedia jasa dengan
pengguna layanan. Dalam sistem ini, platform digital berfungsi sebagai perantara
yang mengorganisasi distribusi pekerjaan, sistem pembayaran, serta pengawasan
terhadap kinerja pekerja melalui teknologi algoritma (International Labour
Organization, 2021).

Di Indonesia, perkembangan gig economy terjadi secara signifikan seiring
dengan pesatnya pertumbuhan perusahaan platform digital seperti layanan
transportasi daring, pengantaran makanan, serta berbagai layanan berbasis aplikasi
lainnya. Platform-platform ini telah menyerap jutaan tenaga kerja yang sebagian
besar bekerja sebagai pengemudi transportasi daring, kurir pengiriman barang,
maupun penyedia jasa layanan digital lainnya. Meskipun model kerja ini
menawarkan fleksibilitas waktu dan kesempatan memperoleh penghasilan
tambahan, namun sistem kerja tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan
hukum terkait status dan perlindungan pekerja.

Dalam praktiknya, perusahaan platform digital di Indonesia umumnya
mengkategorikan pekerja sebagai mitra usaha atau independent contractor. Dengan
menggunakan model kemitraan ini, perusahaan platform berupaya menempatkan
hubungan antara perusahaan dan pekerja di luar rezim hukum ketenagakerjaan.
Konsekuensinya, pekerja platform tidak dianggap sebagai pekerja dalam hubungan
kerja formal yang dilindungi oleh ketentuan hukum ketenagakerjaan seperti
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Akibatnya,
pekerja platform tidak memperoleh berbagai hak dasar ketenagakerjaan seperti
jaminan sosial, upah minimum, perlindungan kecelakaan kerja, cuti, serta kepastian
pendapatan.

Namun demikian, jika dianalisis secara substantif, hubungan antara pekerja
platform dan perusahaan platform sebenarnya menunjukkan adanya
ketergantungan ekonomi yang cukup kuat. Pekerja platform memang secara formal
tidak terikat oleh perjanjian kerja tradisional, tetapi aktivitas kerja mereka
sepenuhnya bergantung pada sistem aplikasi yang dikendalikan oleh perusahaan
platform. Perusahaan platform menentukan tarif jasa, sistem insentif, distribusi
pekerjaan, hingga sistem evaluasi performa pekerja melalui algoritma aplikasi.
Bahkan dalam banyak kasus, pekerja yang tidak memenuhi standar performa
tertentu dapat dikenakan sanksi berupa suspend atau penonaktifan akun secara
sepihak (Stefano, 2016).

Fenomena ini menunjukkan adanya bentuk baru dari hubungan kerja yang
dikendalikan oleh teknologi digital yang dikenal sebagai algorithmic management.
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Dalam sistem ini, pengawasan dan pengendalian tenaga kerja tidak lagi dilakukan
secara langsung oleh atasan manusia, melainkan oleh sistem teknologi yang
dirancang oleh perusahaan platform. Oleh karena itu, meskipun secara formal
pekerja platform dikategorikan sebagai mitra independen, namun secara faktual
mereka berada dalam posisi subordinasi ekonomi yang serupa dengan pekerja
dalam hubungan kerja konvensional.

Dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, suatu hubungan kerja pada
dasarnya ditentukan oleh adanya tiga unsur utama, yaitu pekerjaan, upah, dan
perintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Unsur perintah tidak selalu harus diberikan
secara langsung oleh atasan manusia, tetapi juga dapat muncul dalam bentuk
kontrol struktural yang membatasi kebebasan pekerja dalam menentukan cara kerja
mereka. Oleh karena itu, banyak pakar hukum ketenagakerjaan berpendapat bahwa
hubungan antara pekerja platform dan perusahaan platform pada hakikatnya
memiliki karakteristik hubungan kerja terselubung, meskipun secara formal
dikemas dalam bentuk kemitraan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu model perlindungan hukum
yang mampu menjamin hak-hak dasar pekerja platform digital tanpa
menghilangkan fleksibilitas kerja yang menjadi karakteristik utama dalam sistem gig
economy. Model perlindungan hukum tersebut setidaknya harus mencakup
beberapa aspek penting, antara lain:

1.  Perlindungan jaminan sosial bagi pekerja platform. Salah satu kelemahan
utama sistem kerja berbasis platform adalah tidak adanya jaminan sosial yang
memadai bagi pekerja. Dalam sistem ketenagakerjaan konvensional, pekerja
berhak memperoleh perlindungan melalui program jaminan sosial seperti
jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, serta jaminan
pensiun. Perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta berbagai regulasi
pelaksanaannya. Oleh karena itu, pekerja platform digital juga seharusnya
diberikan akses terhadap program jaminan sosial melalui skema kontribusi
bersama antara pekerja dan perusahaan platform.

2. Perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Pekerja platform
yang bekerja di sektor transportasi dan logistik memiliki tingkat risiko
kecelakaan yang relatif tinggi. Aktivitas kerja yang dilakukan di jalan raya
dengan durasi kerja yang panjang meningkatkan kemungkinan terjadinya
kecelakaan kerja. Oleh karena itu, perusahaan platform perlu diwajibkan
menyediakan perlindungan asuransi kecelakaan kerja yang memadai bagi
pekerja platform. Perlindungan ini penting untuk memastikan bahwa pekerja
memperoleh kompensasi yang layak apabila mengalami kecelakaan dalam
menjalankan pekerjaannya.

3.  Transparansi sistem algoritma dan kepastian pendapatan minimum. Sistem
kerja berbasis platform digital sering kali menimbulkan ketidakpastian
pendapatan bagi pekerja karena tarif jasa dan distribusi pekerjaan
sepenuhnya ditentukan oleh algoritma aplikasi. Dalam banyak kasus, pekerja
tidak memiliki informasi yang cukup mengenai cara kerja algoritma yang
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menentukan jumlah pesanan yang mereka terima. Oleh karena itu, regulasi

perlu mengatur kewajiban transparansi algoritma serta memberikan jaminan

standar pendapatan minimum yang layak bagi pekerja platform.

4.  Hak representasi kolektif bagi pekerja platform. Dalam sistem hubungan
industrial tradisional, pekerja memiliki hak untuk membentuk serikat pekerja
guna memperjuangkan kepentingan mereka secara kolektif. Dalam konteks
gig economy, mekanisme representasi kolektif tetap diperlukan agar pekerja
platform memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam bernegosiasi dengan
perusahaan platform terkait tarif jasa, kondisi kerja, dan perlindungan sosial.
Negara perlu memberikan ruang hukum bagi pekerja platform untuk
membentuk organisasi atau badan representasi yang dapat memperjuangkan
kepentingan mereka secara kolektif (Stefano, 2016).

5. Mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan. Salah satu
persoalan yang sering dihadapi pekerja platform adalah tidak adanya
mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas apabila terjadi konflik antara
pekerja dan perusahaan platform, misalnya terkait pemutusan akses aplikasi
secara sepihak. Oleh karena itu, regulasi perlu mengatur mekanisme
penyelesaian sengketa yang adil dan transparan melalui lembaga yang
independen, sehingga pekerja platform memiliki akses terhadap keadilan
ketika hak-haknya dilanggar (Davidov, 2017).

Sejalan dengan perkembangan tersebut, berbagai negara mulai
mengembangkan pendekatan hukum baru dengan menciptakan kategori hukum
ketiga (third category of workers) yang berada di antara pekerja formal dan kontraktor
independen. Kategori ini dikenal sebagai sui generis worker status, yang memberikan
perlindungan dasar bagi pekerja platform tanpa harus mengklasifikasikan mereka
sebagai pekerja tetap. Model ini memungkinkan terciptanya keseimbangan antara
fleksibilitas bisnis perusahaan platform dan perlindungan sosial bagi pekerja.
Dengan demikian, bentuk perlindungan hukum yang ideal bagi pekerja platform
digital di Indonesia adalah melalui rekonstruksi regulasi ketenagakerjaan yang
mengakui karakteristik khusus dari hubungan kerja berbasis platform. Regulasi
tersebut harus mampu menjamin hak-hak dasar pekerja seperti perlindungan
jaminan sosial, keselamatan kerja, transparansi sistem kerja digital, serta mekanisme
representasi kolektif. Melalui pendekatan ini, diharapkan tercipta sistem
perlindungan hukum yang lebih adil, adaptif, dan responsif terhadap
perkembangan ekonomi digital di masa depan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis komparatif antara kebijakan hukum di Indonesia
dan Singapura terkait status hukum pekerja platform digital, dapat disimpulkan
bahwa kedua negara memiliki pendekatan regulasi yang berbeda dalam menyikapi
fenomena gig economy. Indonesia hingga saat ini masih menggunakan pendekatan
hukum yang bersifat biner dalam sistem ketenagakerjaan, yaitu hanya mengenal
dua kategori utama dalam hubungan kerja, yakni pekerja (buruh) dan pengusaha
atau mitra usaha. Dalam praktiknya, pekerja platform digital di Indonesia umumnya
diklasifikasikan sebagai mitra usaha melalui skema kemitraan yang didasarkan
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pada perjanjian perdata yang berimplikasi pada pekerja platform tidak memperoleh
perlindungan hukum yang memadai sebagaimana pekerja dalam hubungan kerja
formal, seperti jaminan sosial, perlindungan kecelakaan kerja, serta kepastian
penghasilan. Sebaliknya, Singapura telah mengambil langkah yang lebih progresif
dengan mengembangkan pendekatan regulasi yang lebih adaptif terhadap
karakteristik pekerjaan berbasis platform digital. Melalui kebijakan terbaru yang
mengatur mengenai platform workers, pemerintah Singapura memberikan
pengakuan hukum khusus terhadap pekerja platform sebagai kategori pekerja
tersendiri yang berbeda dari pekerja formal maupun kontraktor independen.
Pengakuan ini memungkinkan pekerja platform memperoleh perlindungan dasar
seperti kompensasi kecelakaan kerja, kontribusi dana pensiun melalui skema CPF,
serta hak representasi kolektif untuk bernegosiasi dengan perusahaan platform.
Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memerlukan rekonstruksi
kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan ekonomi digital.
Rekonstruksi tersebut dapat dilakukan dengan menciptakan kategori hukum baru
dalam sistem ketenagakerjaan yang mengakui karakteristik khusus hubungan kerja
berbasis platform digital. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pekerja
platform dapat diperkuat tanpa harus menghilangkan fleksibilitas kerja yang
menjadi ciri utama dalam sistem gig economy. Berdasarkan kesimpulan tersebut,
terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan dalam upaya
memperbaiki kerangka regulasi terkait status hukum pekerja platform digital di
Indonesia., antara lain: (1) pemerintah perlu melakukan pembaruan terhadap
regulasi ketenagakerjaan dengan mengakomodasi keberadaan pekerja platform
sebagai kategori hukum tersendiri yang berada di antara pekerja formal dan
kontraktor independen. Pengakuan terhadap kategori hukum baru ini penting
untuk memberikan kepastian hukum terhadap status pekerja platform sekaligus
memperluas cakupan perlindungan sosial bagi mereka; (2) pembaruan regulasi
tersebut perlu disertai dengan pengaturan yang lebih jelas mengenai tanggung
jawab perusahaan platform terhadap pekerja yang berada dalam ekosistem platform
digital. Pemerintah dapat merumuskan regulasi yang mewajibkan perusahaan
platform untuk memberikan kontribusi terhadap perlindungan sosial pekerja,
seperti jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua, tanpa harus sepenuhnya
mengubah status pekerja menjadi pekerja tetap; dan (3) dalam merumuskan
kebijakan hukum yang baru, pemerintah Indonesia dapat menjadikan pengalaman
regulasi di Singapura sebagai salah satu referensi penting dalam membangun model
perlindungan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.
Pendekatan komparatif tersebut dapat membantu Indonesia merancang kerangka
regulasi yang lebih seimbang antara kepentingan perlindungan pekerja dan
keberlanjutan inovasi bisnis berbasis platform digital.
Dengan adanya rekonstruksi kebijakan hukum yang lebih komprehensif dan
adaptif, diharapkan sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia mampu
memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih adil bagi pekerja
platform digital di tengah perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat.
Lalu, terkait dengan hasil analisis terhadap perkembangan gig economy dan
kondisi hubungan kerja berbasis platform digital di Indonesia, dapat disimpulkan
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bahwa perlindungan hukum bagi pekerja platform digital masih belum memadai
karena status mereka umumnya diklasifikasikan sebagai mitra usaha atau
independent contractor. Model kemitraan tersebut menyebabkan pekerja platform
tidak memperoleh berbagai hak dasar ketenagakerjaan yang seharusnya dijamin
oleh hukum, seperti jaminan sosial, perlindungan kecelakaan kerja, kepastian
pendapatan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Padahal secara
faktual terdapat hubungan ketergantungan ekonomi antara pekerja dan perusahaan
platform yang menunjukkan adanya bentuk subordinasi baru melalui sistem
pengendalian berbasis algoritma. Oleh karena itu, diperlukan suatu model
perlindungan hukum yang lebih adaptif terhadap karakteristik hubungan kerja
berbasis platform digital. Perlindungan hukum yang ideal bagi pekerja platform di
Indonesia setidaknya harus mencakup beberapa aspek utama, yaitu jaminan sosial
yang bersifat wajib melalui skema kontribusi bersama antara pekerja dan
perusahaan platform, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terutama bagi
pekerja yang beroperasi di sektor transportasi dan logistik, transparansi sistem
algoritma yang digunakan untuk menentukan distribusi pekerjaan dan tarif
layanan, serta pengakuan terhadap hak representasi kolektif bagi pekerja platform.
Selain itu, regulasi juga perlu mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang
jelas dan transparan agar pekerja platform memiliki akses terhadap perlindungan
hukum ketika terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak melalui sistem
aplikasi. Dengan demikian, rekonstruksi regulasi ketenagakerjaan yang
mengakomodasi karakteristik khusus pekerja platform menjadi langkah penting
untuk menciptakan sistem perlindungan hukum yang lebih adil dan berkelanjutan
di tengah perkembangan ekonomi digital.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang
dapat dipertimbangkan dalam upaya memperkuat perlindungan hukum bagi
pekerja platform digital di Indonesia, antara lain: (1) pemerintah perlu melakukan
pembaruan regulasi ketenagakerjaan dengan mengakui keberadaan pekerja
platform sebagai kategori hukum tersendiri (sui generis) yang berada di antara
pekerja formal dan kontraktor independen. Pengakuan ini penting untuk
memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemberian perlindungan sosial tanpa
menghilangkan fleksibilitas kerja yang menjadi karakteristik utama gig economy; (2)
pemerintah perlu mewajibkan perusahaan platform digital untuk turut
berkontribusi dalam program jaminan sosial bagi pekerja platform, seperti jaminan
kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua melalui skema yang
terintegrasi dengan sistem BPJS Ketenagakerjaan. Skema kontribusi ini dapat
dilakukan secara proporsional antara pekerja dan perusahaan platform; (3)
diperlukan pengaturan mengenai transparansi algoritma serta standar
perlindungan pendapatan minimum bagi pekerja platform agar tidak terjadi praktik
eksploitasi yang merugikan pekerja akibat sistem penentuan tarif dan distribusi
pekerjaan yang sepenuhnya dikendalikan oleh perusahaan platform; dan (4) negara
perlu memberikan ruang hukum bagi pekerja platform untuk membentuk
organisasi atau badan representasi kolektif yang dapat memperjuangkan
kepentingan mereka dalam bernegosiasi dengan perusahaan platform terkait
kondisi kerja, tarif layanan, serta perlindungan sosial. Melalui langkah-langkah
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tersebut, diharapkan tercipta kerangka regulasi yang lebih adaptif dan berkeadilan,
sehingga perkembangan ekonomi digital dapat berjalan seiring dengan
perlindungan hak-hak dasar pekerja platform digital di Indonesia.
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